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 SAUNAN

'BUPATI KARANGANYAR .
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR‘.' R
'NOMOR 4 TAHUN 2020 | IR

| TENTANG |
- PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘» A BUPATI KARANGANYAR, L ,
Meninibang a. bahwa kebutuhan akan lahan makam dl Daerah . |
: semakin hari semakin terbatas, oleh sebab itu perluvb

mengatur pengelolaan makam di Daerah;

_b.  bahwa penyediaan dan pengelolaan tempat"f":"} o

pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman. d1

Kabupaten' Karanganyar harus‘.»,'dilaki;kéﬁf;_dcnga_‘,r‘if»;j

tertib, efisien dan mempertahankan nilai keadilan |

masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan ‘sebagaimana{f»-

_ tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkanv U

Peraturan = Daerah v ‘tentang _ vPenyelenggaraan:
o , Pemakaman, | S ey
Mengingat S Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara. .

Repubhk Indone51a Tahun 1945; . ‘
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentemgi o
Pembentukan? Daerah- -daerah Kabupatcn dalam:
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 5 ‘ .
R -Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangz
u Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lernbaran .
~~ Negara Repubhk Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republlk Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara‘

Republik Indonesxa Nomor 4725) sebagalmana telah‘



e

“’zi:’.“’::dlubah dengan Undang-Undang Nomor :.11': Tahun

,_v,‘._v,‘;v,_}.2020 tentang Clpta Ker_;a (Lembaran Negara Repubhk.,‘_‘_.}:
""","':_"‘Indone31a ’I‘ahun 2020 Nomor 245 Tambahan.:*t
o f;;?Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 6573) | : |
: :;“vfi;':-_Undang Undang Nomor Tahun 2011 tentangi':}:‘_,_];1.»3_'""»_: B
. :Perumahan dan Kawasan Permuk1man (Lembaran
Negara Repubhk Indoneswl Tahun 2011 Nomor 7, N
- ;Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesfa?;_} :
‘:’:"-_’v‘Nomor 5188} sebagaxmana telah dlubah denganf,'».:
v | Undang—Undang Nornor 11 'I‘ahun 2020 tentang Clptaj}-f_;
Kezja (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun\'t».? -
2020 Nornor 2 45 Tambahan Lembaran Negarag?'»‘:f}’fﬁ."';ﬁf'in'ff'
:v‘,:?»»’:.b.’-uRepubllk Indone51a Nomor 6573),_._-,, SR
. Undang-Undang ‘Nomor 23 ‘Tahun - 2014 tentangi:i.;..rf'fﬁ
" :’;_'Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk";.? o
”,Indonesua Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan;‘?
v'-?ﬁLembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5587)1
ebagalmana telah chubah beberapa kah terakhlr )
: :'dengan , Undang Undang Nomor 11 ’I‘ahun 2020:_"{:"’   '
” 'va:‘f}":tentang Clpta Ketja (Lembaran Negara Repubhk;‘.;:’ :
_b_"'vl:’:%_Indones1a Tahun 2020 Nomor 245, Tambahanﬁ.{:;:f,_-"gu:-v;-:.__:'
' ,,:’Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nornor 6573) S
:.’a;:Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 1977 tentang:f‘j fi s
RN ;.':Pewakafan Tanah Mlhk (Lembaran Negara Republlk';’if}? o
i Indone31a Tahun 1977 Nomor 38 -

B iv‘_Lembaran Negara Nomor 3107)

Peraturan Pemerlntah Nomor 9 Tahun 1987 tentangf-:ib‘i:'
Penyedlaan dan Penggunaan Tan ah untuk Keperluan o
.f’-iTernpat Pemakaman ( Lernbaran Negara Repubhkff R
- ,»V'Indonesm ’I‘ahun: 1987 Nomor v‘__:'VS Tambahan_b,_;v:,]:;v;»vv"v_fs . 

‘  ‘Lembaran Negara Republlk Indonesaa Nomor 3350), R % - :

) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13"_2" :
| “l‘,ﬁTahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan -

'_‘T: fPermuklman (Lembaran Daerah Kabupaten:v : _‘fjv.:";

L ”f;'”f;?Karanganyar Tahun 2013 Nornor 13 Tambahan:

- Lernb aran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13)

Tambahan SRR



N

10. Pefaturan Daerah Kabu‘patenv Karanganyar meor 1:";': o

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

. Kabupaten Kal‘anganyar Tahi‘in 2013-2032 (Lembaran - :

Daerah Kabupaten KaranganYaf Tahun 20 1'3 Nomor 1) o

sebagaimana telah diubah déngan Peréturari Daerah  '  ‘

Kabupaten Karanganyar Nomor 19 :Tahuri 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten o
Karanganyar -Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencanaff‘" o

' Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun

2013-2032 (Lembaran ~ Daerah . ‘Kabupaten
Karénganyar Tahun 2019 ‘Nomor 19 Tambahan‘,’-:ifﬂ-
' Lembaran Daerah Kabupaten o Karanganyarﬁ,’f |
Nomor 111); h B

Dengan PersetuJuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o Menetapkan

, - dan -
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN o -
PEMAKAMAN.

| BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1

. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. vPernermtah Daerah adalah kepala daerah sebaga1 o

unsur penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang

memlmpln pelaksanaan urusan pemerlntahan yang -

menJadl kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupat1 Karanganyar

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang |

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha’

maupun tidak melakukan usaha yang mchputl



' persérban terbatas, perseroan 'komanditer, 'bpe'rser(')an
_lamnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah =
dengan nama dan dalam bentuk apapun, ﬁrma kongs1, o

’koperasx, dana pensmn, persekutuan, perkumpulan,

~ yayasan, orgamsa31 massa, orgamsa& sosxal pol1t1k‘

atau orgamsas1 yang sejems, Iembaga bentuk usaha

tetap, dan bentuk badan Ialnnya

. vSetlap Orang adalah orang perseorangan atau badan

B hukum ’

o Makam adalah tempat untuk- menguburkan _]enazah

- baik yang d1rn111k1 atau dikelola oleh Pemerintah

V-V-Daerah maupun yang d1m111k1 atau yang d1kelola oleh .

_ Yayasan dan Desa.

. ;Pemakaman‘adalah serangkaiah }kegiatan yang ’méliputi o

keg1atan administrast Pemakaman, pengaturan lokasi

Makam, pengkoord1nas1an dan pemberian bimbingan .

- atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan. -

Pemakaman

Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya dxsmgkat

‘dengan TPU adalah areal tanah 'yang disediakan untuk‘ -_ _

- keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa

v» - membedakan suku, agama/kepercayaan, ras dan

. golongan, yang pengelolaannya dilakukan.oleh Daerah '

| ~ atau Pemerintah Desa.

. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya . "

dlsmgkat dengan TPBU adalah areal tanah yang

disediakan untuk keperluan Pemakaman _;enazah yang: -

'pengelolaannya dllakukan oleh Badan Sos1a1 atauv_f»'»

10.

Badan Keagamaan ,
Tempat Pemakarnan Khusus yang ‘ selanjutnya ’

disingkat - dengan TPK adalah areal tanah yang o

o dlpergunakan untuk tempat Pemakaman karena faktor |

sejarah dan/atau faktor kebudayaan mempurlyal artl”'::":' .

- khusus.

11.

Jenazah adalah Jasad orang yang secara nyata atau

- secara medls telah meninggal duma



".12

Penggunaan Tanah Makam adalah penggunaan tanah b, o o

" untuk keperluan Pemakaman Jenazah

13.

14,

- 15.

16.

17.

18.

Pengabuan Mayat adalah pernbakaran Jenazah‘
dan/atau kerangka Jenazah. - ) .

vTempat Penylmpanan Abu Mayat adalah tempat yang’
dlbangun d111ngkungan krematorium dan dlpergunakan,

vuntuk menyimpan abu ‘Jenazah setelah dllakukanﬁ

pengabuan. ‘ o )
Krematorlum adalah tempat pembakaran Jenazah' '
dan/atau kerangka Jenazah. ‘ i o A
Rumah Duka adalah tempat pemtlpan “Jenazah

sementara - .menunggu pelaksanaan Pemakamani .

dan/atau Pengabuan Mayat.

Dlspensa51 adalah Keputusan Bupan atau pejabat yang '
dltunJuk - sebagai persetujuan atas pevrmohonan -
meisyarakat yang merupékan pengécualian 'ferhadap
suatu larangan atau perlntah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan ' .
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan a

Dewan ~ Perwakilan Rakyat Daerah dalam :

_penyelenggaraan urusan Pemerlntahan yang menjadl

- kewenangan Daerah

- 19.

20.

21.

Wakaf adalah perbuatan hukum waklf untukb
memlsahkan dan/atau menyerahkan sebaglan harta .
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesua1 dengan

kepentingannya guna keperluan 1badah dan/atau-_

kesej ahteraan umum menurut syanah -
Pengelola adalah ~orang perseorangan / badan hukum |
yang mengelola Tempat Pemakaman. - '

Organisasi Kernasyarakatan yang selanjutnya dlsebut

| Ormas adalah organ1sas1 yang d1d1r1kan dan chbentuk

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan

kesamaan aspirasi, kehendak kebutuhan

kepentmgan kegiatan, dan tu_]uan untuk berparnsxpasx '

dalam pembangunan demi tcrcapamya tujuan Negara



.Kesatuaq Républik Indoﬁesia; : yaﬁg | berdas‘ai'kan' ,
Pancasila. ' i N

22.Yayasan adalah badan hukum yang ferdiri_ atas

| kekayaan'"yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk EA

mencapau tujuan tertentu di bxdang sosial, keagamaan,

dan kemanus:aan, yang tldak mempunyai anggota

23. Ahli Waris adalah orang yang diberi hak secara hukum

untuk menerima - harta dan kewajlban atau hutang‘ .

yang ditinggalkan oleh pewaris.

BABII
PENGELOLAAN PEMAKAMAN
.Baglan Kesatu -

Umum

v Pasal 2
- (1) Tempat Pcmakaman harus sesuai dengan kctentuan tata
| - ruang di Daerah. - e v v
(2) Tempat Pemakaman sebagalmana dlmaksud pada ayat
(l) mehputl
a. TPU;
- b. TPBU; dan
~c. TPK.

(3) Dalam rangka pengendahan dan kctertlban pengelolaan

tempat Pemakaman, maka lokasi tempat Pemakaman'

harus memperhatlkan hal sebagau berlkut
~a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya, E
b dﬂarang menggunakan tanah secara berleblhan '
- c. tidak menggunakan tanah pertaman subur, o
d. harus memperhaukan kesera31an ‘dan keselarasan
hngkungan hidup; dan ' '

e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup. -

_ " Pasal 3
(1) Pengelolaan tempat Pemakaman harus memperhaukan :
ketentuan- ketentuan sebagal berxkut

a tersedlanya akses jalan menuju tempat Pemakaman,



. :idlkelompokan sesueu dengan agamanya masmg-ﬁfﬂﬂ;';;{’" N

c,

| b setlap jenazah harus dlmakamkan dengan Iayak

Tempat Pemakaman dapat dlbagl menjadi beberapa “ :

‘ blok dengan penanda dan }alan yang membagl tlap_:f‘;tv;

bloknya, I

;_'letak tlap Makam scbagalmana dlmaksud huruf b ,. o
.Vf”j:dltetapkan oleh Pengelola o b'::f e -‘ o R |
. Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah balk};.z:;,»:, B
.;:pada Pemakaman Jenazah dx TPU maupun d1 TPBU
i: dltetapkan tldak leblh dan 2 1/2 (dua setengah) met er x e
1 (Satu setengah) Ineter dengan kedalamanf; ESINEE

'mlnlmum 1 1/2 (satu Setengah) meter dan Jarak antar

Makam tldak boleh leb1h dart 1 /2 ( setengah) meter, “

‘Makam bagl masmg masmg pemeluk agama dapatf”

masmg, R

E dan tzdak dlperbolehkan 1ag1 adanya penambahan’:: :

terlantar
B

7_":"-,v"penyelenggaraan Pemakaman bag1 masyarakat terlantarf SRR

Jarak pengelompokan Makam sebagalmana dlmaksudf : ‘A
_huruf £ bag1 masmg-masmg pemeluk agamaj
f‘dlsesualkan dengan kondxs1 Wzlayah Setempat B .‘
:':Pemakaman Jenazah hanya boleh dllakukan d1 .
- -z_xtempat Yang telah d1tentukan atau mendapat izin dar1 el

'pejabat yang berwenang dengan memperhatlkan adat'f;"”:"“* A

1st1adat setempat

.f}-_Pemakaman yang tldak terletak dl TPU dan TPBU»’": RO
| “j-a-‘___"--yang berdampak memmbulkan masalah 303131 dan
hngkungan harus dxplndahkan ke TPU atau TPBU»_,}iE i

: Makam baru d1 Pemakaman tersebut dan _ RN
.'jhlasan Makam pada TPU dan TPBU tldak .

L 77d1perkenankan berleblhén balk bentuk maupun | .
o ukurannya dengan mendasarkan pada eﬁSICIlSI dan;f:.'} N
v:v_efekt1v1tas penggunaan tanah ' ' S

@

Pemermtah Daerah Wa_]lb mengurus dan

- rnasyarakat o

enyelenggarakan Pemakaman. bagl

:Ketentuan leblh Ianjut mengenal peng‘ui'uvs'afl' dan




. 1

sebagaimaina dimaksud pada ayat (2) diatur den}gan .
Peraturan Bupati. _ - R
(4) Untuk kepentingan. Pemakaman rnassal Bupat1 dapat.
mengecualikan pengaturan ukuran tanah ~makam o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

' Pasal 4

_- Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman o
dxharuskan - ”

" a. menjaga keber81han,

" b.mematuhi tata- tert1b yang dltctapkan oleh . Pengelola"

Pernakaman, dan
c. rnenghormat1 budaya dan norma yang berlaku bag1

masyarakat setempat d1 lokasi Pemakaman.

‘ Bagian Kedua

‘Pehgelolaan TPU

Paragra_f IO

Umum

Pasal 5‘

(1)TPU dapat dlkclola oleh Pernerlntah Daerah atau

Pemerlntah Desa

(2) Pengelola TPU- dapat membuat pengaturan pengelolaan

TPU sesua1 kewenangannya dan disosialisasikan kepada

masyarakat ~selama tidak berteﬁtangan ‘dengan .

ketentuan dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan DU

"'tempat 'Pemakaman sebagalmana dimaksud dalam
- Pasal 3. | |

(3) Areal taﬁah ’I"PU‘ diberikan status Hak Pakai selama

: dipergunakan” untuk keperluan Pernakéirnanj; se’su\ai,"v ”
‘dengan ketentuan peraturan perundahg~uﬁdangan

(4) Tata cara pengelolaan dan pcmanfaatan TPU m111k
Pemermtah Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat

- (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



&'-
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(5) Tata- cara pe‘ngelo‘laanﬂ dan 'pemanfaatan’"TPU‘ yéhg g

- dikelola oleh Pemerintah Desa sebagalmana dlmaksud‘ R

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

(6) Peraturan Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (5)

: sed1k1tnya memuat ketentuan tentang ' ‘

- a. penunjukan dan penetapan lokasi TPU'

b, pengaturan umum tempat Pemakaman, - _

- ¢. tata cara hibah' tanah untuk tempat Pemakaman
- oleh masyarakat o |
pengelolaan tempat Pemakaman
penutupan TPU dan pemmdahan lokasi makam,
pembmaan dan pengawasan;

pungutan atas penggunaan tanah rnakam, dan

:‘qthf 9-"-

. larangan, sank31, dan Dlspensa81

_\ Paragraf 2
Penetapan TPU ,

v ~ Pasal 6 o L
(1) Pengajuan penetapan lahan TPU dapat dllakukan oIeh
Masyarakat atau Pemermtah Desa. o
(2) Penetapan lahan TPU sebagaimana dlmaksud pada ayat

' , - (1) d11aksanakan dengan ketentuan sebagal berLkut ‘

A H o | a. pengajuan permohonan kepada Bupatl melalm
kepala Perangkat - Daerah yang mernb1dang1
Pemakaman dengan d11amp1r1 proposal/ perencanaan
penggunaan TPU dan rekomendasi - kesesualan tata
ruang dari Perangkat Daerah yang rnernb1dang1 tata

~ruang; dan ‘ : | ' |

b. keéepakatan dari masyarakat/ hésii musyéWarah

desa setempat

(3) Ketentuan lebih lanJut mengena1 penetapan Iahan TPU

" sebagaunana dlrnaksud pada ayat (1) dlatur dengan .

Peraturan Bupat1



(1)

Nv)

- ®

s ‘ Paragraf 3 ‘
| Penyedlaan 'I‘PU oleh Pengernbang

Pasal7
Pengembang perumahan wajib menyediakan 1ahan
untuk Pemakaman dan dlserahkan kepada Pernerlntah, '

Daerah untuk dikelola sebagai TPU milik Pemermtah" .

Daerah sesua1 ketentuan peraturan, ,perundang— R

undangan.
Lahan sebagalmana dxmaksud pada. ayat (1) dltetapkan.

_sebesar 2% (dua persen) darl 1ahan yang dlmohonkan

Ketentuan mcngenax tata cara penyechaan " dan

penyerahan lahan untuk ’I‘PU sebagalmana dimaksud

. pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupatl '

Paragraf 4 -
Hak Pemakaian Tanah Makam pada TPU

Pasal 8

(1) Hak pemakalan tanah Makam untuk Pemakaman

Jenazah di TPU yang dlkelola Pernermtah Daerah

‘ berlaku selama 1 5 (lima belas) tahun, dengan

a pembaruan data oleh ahli waris setiap 5 (lima) tahun

@

‘sekah dan setelah rnasa tersebut berakhu‘ dapat

dlperpanjang kembah
Hak pemakalan tanah sebagaxmana dimaksud pada ayat E
(1) apabila sudah habis masa berlakunya dan tLdak
dlperpanjang oleh ahli warlsnya dapat dlbongkar

Ketentuan leblh lanjut ~mengenai tata cafa

| pcmbongkaran Makam sebagannana dlmaksud pada’

‘ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



(LI

Bagian Ketiga
Pengelolaan TPBU

Paragraf 1
Pendirian TPBU

_ Pasal 9 S
(1) Penga‘juanv' pendirian ‘TPBU dapat dllakukan oleh
| Kelompok . Masyarakat = dan/atau Ormaé | befbadan
hukum yang bersifat sosial dan/ atau yang bersifat
keagamaan ' :
- (2) Pendman TPBU sebagmmana dunaksud pada ayat (1)
dllaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengajuan. permohonan kepada Bupati melalm
kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1

 Pemakaman untuk pembenan izin TPBU dengan

' dilengkapi dengan rekomendasi kesesualan tata

ruang dari ,Per‘a'ngkat Daerah yang membidangi tata

ruang; }‘ ,
b. proposal/ perencanaan penggunaan T PBU dan
c. kesepakatan dari masyarakat setempat »
(3) Areal tanah untuk -keperluan TPBU sebégaimana
- dimaksud ayat (1) diberikan status Hak Pakai selama 15
(lima belas) tahun dan dapat dlperpanjang ‘sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

kecuali tanah ‘wakaf yang dlpergunakan untuk tempat o

o Pemakaman diberikan status Hak Milik.
(4) Ketentuan lebih lan_]ut mengenai pendlrlan TPBU dan
 izin pengclolaan TPBU sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

. Pasal 10 ,
(1) Pengelola TPBU mempunyai kewapban, sebagal ber1kut _

~ a. membuat tata tertib pengelolaan, |

b. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai -

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah 1n1,



s)

»’ c_v.'v:mengatur Penggunaan Tanah Makam égér tidék

| 'terjadl pemanfaatan tanah yang tidak eﬁswn atau

“berlebih-lebihan; L |

S d. ‘mengatur pembuatan bangunan dan hlasan kubur

“dengan sederhana, tidak® eksklusif dan berleblh—
lebihan; ,

c. menjaga, memelihara dan memperbaukx Jalan dan

fasilitas umum - lainnya -yang. rnenuju' dan

dilitigkuhgan TPBU; . , S
- f. ‘menJaga keber31han, ketentraman dah ‘ketértibén ’
‘dlsekltar TPBU;. | - | o
g memberikan data Makam ‘dalam penge‘lolaa‘n

| pemegang izin setiap tahun, |
}h.i'melaporkan Makam di bawah pengelolaannya yang |
| akan habls masa pemakalan tanah rnakarnnya kepada ‘
Bupatl ' | |
L _memasang papan pengumuman sebagai sarana
'SOSlallsaSI, dan FEIRRI
j. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-
undéngan -‘ | | |
(2) Apabilaﬂ térdap'ait penyimpanéarj dalam péngelolaan dan
penggunaan TPBU, ‘Pemerintah Déer'ah dapat menutup
- TPBU. AT

) Paragraf 2
Izm Pengelolaan TPBU

Pasal 11 ,
(1) Pengelolaan TPBU harus mendapat izin dar1 Bupat1
(2) Izin pengelolaan TPBU diberikan selama 10 (sepuluh)b
tahun dan dapat dlperpanjang | |
(3) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh “Kelompok
Masyarakat dén/ atau Ormas berbadan Mhukum. yang
bersifat sosial dan/atau yang bersifat ke‘agamaan‘.v
(4) ‘Ketenv_'tvuan lebih lénjut _mengenéi tata cara dan
Pérsyar'étan Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



o

)

: Pasal 12 _ - .
(1) Bupatl dengan persetujuan DPRD dapat membatalkan
'1zm pengelolaan TPBU dan tanah yang bcrsangkutan
v_dlnyatakan kembali menjadi tanah yang d1kuasa1"
langsung oleh Negara, apabila: E
a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan 1z1n
" pemakaiannya atau dlsalahgunakan, - RN
b tanah tersebut ditelantarkan; dan :
C. dllaksanakan pemmdahan untuk kepentlngan umum,
| sesua1 dengan kebgakan Pemermtah/ Pemerintah "

Daerah , , . .
(2) Ketentuan lebih lanJut mengena1 tata cara Pembatalan _
TPBU sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur -

, dengan Peraturan Bupat1

-Parégraf 3

Dispensasi

v Pasal 13 .
(1) Dalam hal ukuran makam di TPBU meleb1h1 besaran -

mak51mal ukuran makam sebagalmana dimaksud dalam

- _Pasal 3 ayat (1) huruf e maka pengelola TPBU dapat

mengajukan Dlspensasr ukuran Makam kepada

Pemerintah Daerah. o
(2) Dlspensaen ukuran Makam sebagaxmana dlmaksud pada

ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala}' o

Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman. |
(3) Dlspensam ukuran Makam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mengurangi dan menghllangkan sanksu
admlmstratlf pelanggaran Pasal 3 ayat (1) hurufe.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dzspensasx ukuran
Makam sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

d1atur dengan Peraturan Bupati.



»

Pasal 14

(1) Bagi Pemakaimén ‘keluarga dibe'rlve-lkUkan ketentuan

TPBU.

" (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bag1 Makam

| keluarga _ v _— _
a. yang berada dalam/ se_la_]ar déngaﬁ TPU/TPBU;
dan/atau ' ’ o -

b. jumlah Makam pada Pemakaman keluarga tldak |
1lebih dari 10 (sepuluh) Makam. ’ |

- (3) Bupati menerbltkan Dlspensa81 lizin TPBU bag1 .

Pemakaman sebagaunana dlmaksud pada ayat (2)
(4) Dispensasi izin TPBU bag1 Makam keluarga sebagalmana )
dlmaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagl Pemakaman
keluarga yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ml} )
d1undangkan o | |
5) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara Dlspensa31 -
bagi Pemakaman keluarga diatur dengan Peratqran‘

Bupati.

| Bagian Keempat -
Pehgelolaari TPK

Pasal 15

‘Penetapan dari pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman ‘;

yang . vm’empunyai nilai - sejarah/kebudayaan - atau

: mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima.

: APerAlundaan Waktu Pemakaman

Pasal 16

(1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka

- waktu palmg lama 24 (dua puluh empat) Jam setelah
yang bersangkutan meninggal dunia.
(2) Pemakaman dapat ditunda untuk ]angka waktu paling

lama 5 (lima) ‘hari dan dapat diperpanjang sesuai ',



L tiv"vkebutuhan dan hanya dapat dllakukan setelah ahh“':: T o
iv&arls atau plhak yang bertanggung Jawab mem111k1 1zm o
e dari Perangkat Daerah yang mernb1dang1 Pemakaman | |
‘:j.f:.t’v(3)"Penundaan sebagaxmana ‘pada ayat (2) tldak berlakur B
S ;bag1 Jenazah yang mengldap penyakxt menular
C @)

Ketentuan mengenal Penundaan waktu Pemakaman j £ |
- sebageumana dlmaksud pada ayat (1) dlatur leb1h lanjutv‘él‘, -

S0 dengan Peraturan Bupatl

o

: menggunakan kendaraan bermotor harus menggunak anf v S

Baglan Keenam

Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah o

| Pasal 17

Jenazah yang akan dxmakamkan d1 Pemakaman yang S

' kendaraan J enazah

Warga masyarakat dapat meng1r1ng1 kendaraan Jenazah» ~-::  R

-'dengan ketentuan sebaga1 berlkut

.-‘f,b.'_dllengkapl dengan tanda berupa bendera Warnav__;;;_ Y

o ‘a.’} erndaraan harus sesua1 peruntukannya memenuhlv RS

- “'persyaratan tekms, dan 1a1k Jalan

- i»_'merah

:atas permmtaan ahh war1s, plhak yang bertanggung EEEER

C 'harus menghldupkan Iampu atau tanda tanda lam,»_fb“."”

d ’_j}.vharus mematuhl peraturan lalu hntas dan angkutan e

= "Jalan S

Baglan KetUJuh

Pemlndahan dan Penggahan Jenazah / Kerangka : ‘} )

Pasal 18

 1: ( 1} Pemxndahan Jenazah / kerangka dar1 satu petak tanahi 3{ 

o 'Makam ke: petak tanah Makarn 1a1nnya, dapat d1lakukanv’v . o

s Jawab memakamkan J enazah atau untuk kepentmgan.

:::‘: : ’penyldlkan dalam rangka penyelesalan suatu perkara ORI




£

o "(2) Pemlndahan Jenazah / kerangka sebagaumana dlmaksud

v | pada | ayat (1), dapat dllakukan terhadap’_f,:.'f:k"" ':‘
o Jenazah/ kerangka yang telah dxmakamkan Pahng

‘smgkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin
- tertulis darl kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 -;‘fv»_ :i_:_i‘ E
. Pemakeman.

}:‘7(3) Ketentuan 1eb1h lan_lut mengeneu Izm Permndahanf'y

| Jenazah/ Kerangka sebagalrnana dlmaksud pada ayat (2) EERPE

- dlatur dalam Peraturan Bupatl R

(l)Bupatl L dapat . melakukan pemmdahan,ﬂi',ﬁﬁ:

Jenazah/ kerangka untuk kepentmgan umum T
'v(2)Ketentuan leb1h lan_]ut : mengenal ‘v pemlndahan”' )

Jenazah/ kerangka '} untuk kepentmgan umum; )

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dxatur dengan"v*';vi:'_.f‘:"

| Peraturan Bupat1

Baglan Kedelapan ';, :

Waktu Pemakaman

- '. Pasal 20

'  (1) Dalarn rangka ketertlban maka Waktu untuk

R a memakamkan atau mermndahkan dan ';--'_: RO
| b mengabukan atau krema31 Jenazah | e
dllakukan antara pukul 06 00 WIB sampa1 dengan'}:".‘.;vié
pukul 18.00 WIB. e | R

», (2) Dalam hal Waktu memakamkan dan memmdahkan,

dlluar Jam sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) maka - T

o Wa_]lb mendapat izin dan kepala Perangkat Daerah yang R
L 'membldangl Pemakaman atau pejabat lam yang -
o d1tun_1uk ' e R

B :"(3) Ketentuan leblh Ianjut mcngena1 izin sebagalmanav o

d1maksud pada ayat (2) dxatur leb1h lanJut dengan':_»-’#

Peraturan Bupatl



‘e

B = BABIII | B
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN m

* Pasal 21

Usaha pelayanain Pemakéman meliputi; '

N o e

(1)

2

(3)

(4)

pelayanan jasa pengurusan Jenazah

angkutan Jenazah;

pembuatan peti Jenazah;

perawatan J énézah;” .

pelayanan rumah duka;

pengabuan atau krema31, ‘ v o
tempat penyimpanan abu Jenazah dan / atau B

kegiatan ‘atau  usaha lain - di b1dang pelayanan

Pemakaman.

_ Pasal 22 .
Usaha Pelayanan Pemakaman sebagalmana dnnaksud
dalarn Pasal 21, dapat dllakukan oleh Pemermtah

| Daerah dan /atau masyarakat

Masyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus
berbentuk Yayasan dan wajib mendapat Izin usaha dari-
kepala Pefaﬁgkat Daerah yang membi‘dangi Periéirién -
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku
selamanya selama tidak ada perubahan o
Ketentuan mengenau persyaratan dan pengelolaan usaha ’

pelayanan Pemakaman sebagalmana dimaksud pada

- ayat (1) diatur Ieblh lanjut dengan Peraturan Bupat1

(1)

. BAB IV
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI -

. o Pésal 23‘ o
TPU TPBU Krematorlum dan Tempat Penylmpanan:’

) Abu Mayat yang tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata

Ruang harus ditutup dan secara bertahap dllakukan

pemindahannya ke lokasi lain sesuai Rencana Tata



(2)

(3)
. Adlpergunakan untuk kepentmgan sos1a1 dan/atauAf‘f

- keagamaan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) Wajlb;"-‘v o

Ruang dengan memperhatlkan ketentuan Peraturan’:

Perundang—undangan _ . L
Bekas TPU dan TPBU dxprlontaskan pemanfaatannyai. S
untuk kepentlngan sosml dan/ atau keagamaan ’

Pemanfaatan bekas TPU dan TPBU dlprlorltaskan.

T mendapatkan izin darJ Bupatl

o 'ipersyaratan mengenal penutupan dan pernmdahan TPU,

}Kctentuan lcblh lan_]ut mengena1 tata cara dan: -

_‘.VTPBU Krematonum, dan Tempat Penylmpanan Abu ‘
o v'.Mayat dan 1zm pemanfaatan bekas TPU dan TPBU. |

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dlatur _ -

o (1)

'j_a. ':penyedlaan prasarana dan sarana yang dlbutuhkanvi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupat1 melalul Perangkat Daerah Yang memb1 dang;’

Pemakaman melakukan pembmaan penyelenggaraan :
SIS ‘v peIayanan Pemakaman i C Y, o .‘_ _. o
B (‘2) Pembmaan penYelenggaraan pelayanan Pemakaman L

. sebaga1mar1a dlmaksud pada ayat (1) d1tujukan kepada '

it masyarakat dengan melakukan

dalam rangka penyelenggaraan - Pelayanan,’}

IR Pemakaman

b b1mb1ngan dan/ atau penyuluhan dan N
| c rnenylapkan petunjuk tekms o |
- '5“(3) Pembmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) S

dﬂakukan bekerja sama dengan masyarakat dan/ atau L

lembaga/ organ1sa31 kemasyarakatan S

Pasal 25

y (1) Bupat1 melalm Perangkat Daerah yang memb1dang1 |

Pemakaman melakukan pengawasan pada B




" a. Pengelola TPU, TPBU, dan TPK; dan
b Pengelola usaha pelayanan Pemakaman
(2) Pengawasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
dllakukan terhadap: o v o
 a. kepatuhan terhadap ketentuan . séi;agairﬁéﬁé
) dimaksud dalam Pasal 3; o
b. pemanfaatan Iahan dan pengelolaan TPU / TPBU;
- c. retribusi bagl TPU; dan : '

d. pelaporan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF :

Pasal26 )

Setiap Pémegang vizin pengelolaan sebagaimana vvdimaksud

~dalam Pasal 11 dan izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 dilarang :

a. memindah tangankan izin kepada plhak 1a1n, | |

b. mengadakan ,perluasan tanah/lahan Makam tanpa izin - -
‘Bupatl, . _ , .

c. memakamkan Jenazah dlatas tanah /lahan yang bclum |
memiliki izin dari Bupati;

d. mengubah rencana tapak lahan Pemakaman ‘tanpa 1zln'
dari Bupatx dan

e. menambah jenis layanan tanpa izin dari Bupati.

" Pasal 27
(1) Setiap Orang yang memakamkan Jenazah dengan

'memanfaatkan lahan leblh luas darlpada ketentuan

sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e

‘dlkenal ‘Sanksi Adrmmstratlf berupa ' denda
- admlmstrauf sebagai berikut:
a. penambahan luasan sampa1 dengan 7 5 m? (tLuuh .
koma lima meter persegi) sebesar Rp.500.000,00
(ima ratus ribu rupiah) per m?; dan ’
b. penambahan luasan lebih dam 7 5 m? (tuJuh koma

lima - me}ter per_segl) sampai dengan: 15 m? (lima



belas meter persegl) sebesar Rp 1. 000 000, 00 (satuv |
_]uta rupiah) per m2.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentdan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ‘ayat (1), Pasal 10 ayat (1),
-Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22
ayat @), dan Pasal 26 dlkenakan sanksi admlnlstratlf
- berupa , -
a. Permgatan Lisan / Teguran Lisan; |
~ b. Peringatan Tertulis/ Teguran Tertuhs,
c. Tindakan Paksa Pemerintah, berupa
1) Pembatasan Keglatan Usaha; i v
2) Penghentxan Sementara sebaglan atau seluruh
Keglatan Usaha,
| -3) Pembekuan Kegiatan Usaha,
4) Pembongkaran,
5) Pengembalian ke keadaan semu]a dan
0) bentuk tindakan paksa lalnnya A »
d. Penarikan Kembah Keputusan yang Menguntungkan
berupa '
1) Pencabutan Izm/ Rekomendam
2) Penghentlan/Pencabutan Insentif; dan |
3) Keputusan/kebijakan lam yang selama irii
merupakan hal menguntungkan bag1 Pelanggar
e. Denda Adrmmstratlf dan |
f. Pengenaan Uang Paksa. |
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenm tata cara pengenaan»
sankm admmlstratlf sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) d1atur dengan Peraturan Bupatl

" BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
(1) Izin Pengelolaan yang telah d1m111k1 sebelum berlakunya
| Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai
vdengan ~masa berlaku Izin . Pengelolaan yang

. bersavngkuta_n'berakhir.



L e

(2) Bag1 TPBU yang belum mem1l1k1 Izln Pengelolaan tetapj- :
d1aku1 keberadaannya dan wajib melengkap1
‘perizinannya dalam waktu 2 (dua) tahun se_]ak Peraturan -
‘Daerah ini diundangkan.- _

(3) Dalam hal jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada’ |
~ayat (2) telah terlarnpam maka: _ |

- a. Bupat1 melakukan penutupan Pemakaman, dan |

~ b. Pengelola/ ahli waris Wa_|1b memmdahkan Jcnazah

» , Pasal 29 . -
(1) Pemakaman keluarga yang memenuhi persyaratan
sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat (2) maka ahli
~ waris wajib mengajukan Dispensasi izin TPBU ‘paling
" lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan

Daerah ini. R

(2) Dalam hal _]angka waktu sebagalmana dlmaksud ‘pada N
ayat (1) telah terlampaul maka:
a. Bupati melakukan penutupan Pemakaman Keluarga, o
dan '

b Pehgeloia/ ahli waris wajib memindahkan Jenazah.

BAB VIIl =
KETENTUAN PENUTUP

e " Pasal 30 . |

| Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
a. Pengaturan - pada Peraturan Daerah Kabupaten
- Karanganyar Nomor 10 Téhun 2011 tentang Pengelolaan
. Pernékamari dan_:Retribu'si Pelayanan Perriakaman’ dan
Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah ‘Kabupaten '
Karéhganyér Tahun 2011 Nor_hor 10 sebagaimaha telah v'
~diubah  dengan Peraturan Daerah - "Kabupaten
Karanganyar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan -
- atas. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan’

- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

(Lembaran Daerahv Kabupaten Karanganyar Tahun 2019



Nomor 9) sepanJang mengenax Pengelolaan Pemakaman

- dicabut dan dmyatakan tldak berlaku , ,

b ’I‘PU pada Kelurahan yang selama ini dxkelola secara

' swadaya oleh masyarakat sclanjutnyav ,dlkcllola . ol_ch‘. |
Pemerintah Daerah; dan IR | |

c. Peraturan Desa tentang TPU d1 Desa d1susun palmg . o
lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini
dxundangkan |

. , ~Pasal 31 _ S
Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal
diundangkan. | | )

Agar . setiap orang ' mengetahuiriya, ‘memerintahkan

o Pengundangan Peraturan ' Daefah : :ini dengan '

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar.

o Ditetapkaﬁ di‘KérangaﬁYar .
pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR o

D

 JULIYATMONO

: Dlundangkan di Karanganyar
‘A p!ada tanggal 10 Desember 2020 , : N
“‘SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
,TTD
| suTArNO ERE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 4 |
-ITFN'OREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVIN ST
A .
; ~J1?WA’I‘ENGAH (4 324/2020) D

. - Salinan sesuai dengan aslinya- E' i

 SEKRETARIAT DAERAH , -I
 KABUPATEN KARANGANYAR . St

- - et s e e T




e

perumahan yang membutuhkan pemakaman Kemudlan Juga“ o

:»‘;-_ban}’aknya lahan pernakaman bukan umum mlhk keluarga yang tidak Ll

;Karanganyar, yang Juga dukutl dengan pengaturan sank31 admnlstrauf et

Vf.f-v“‘_perlu dldelega31kan dalam Peraturan Desa, vkarena harnpn' sebaglan,".::

"}-{T.',::Secara Iengkap, usaha yang sudah diatur adalah usaha krematonum

PENJ ELASAN
- ATAS

'-:"VPERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR R
S NOMOR«41AHUN20%) R
o © . TENTANG };f‘lﬁ‘ﬁV'
7iﬁ;PENYELENGGARAANPEMAKAMAN

;;UMUM

Pengaturan terkalt pemakarnan d1 Pemermtah Kabupaten»v-;b

'v:'i_:,‘Karanganyar selama 1n1 dxatur dalam Perda Kabupaten karanganyarv ,: :

R Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi - A

S ":’:-'_:'.Pelayanan Pemakaman dan Pcngabuan Mayat Namun dcrmk1an L o

ﬂjbfpengaturan tersebut d1n11a1 sudah tldak sesua1 dengan perkembangan_

o kOl’ldlSl zarnan, sehmgga perlu dlsesua1kan Ket1daksesua1an tersebut, B
muncul karena besarnya v kebutuhan masyarakat akan lahan - fedl

| Vpemakarnan yang kemudlan menlmbulkan dlnamlka d1 masyarakat L

_{fDlnamlka tersebut antara lam gesekan antar warga ash dengan warga)f

? benzln karena adanya pembatasan penambahan TPBU di Kabupaten”

= yang tldak Jeias Kemudlan penataan yang tldak tepat dar1 Iahanv o
i : pemakarnan dengan pembuatan kl_]lng yang berleblhan mempersempztv.f-

. ;_.-luasan lahan yang t1dak berbandmg lurus dengan besarnya kebutuhan_‘. .

ol -:!:ii‘ﬂ-akan lahan pemakaman Juga bagalmana dengan TPU yang dlkelolav'.j'-'f‘_ :’

:1 _':’voleh Pemermtah Desa, apakah rneng1kut1 ketentuan pada Perda ini atau

. _Qbesar desa tldak mempunya1 Peraturan Desa yang mengatur terka;t'

» ',,’pemakaman, padahal sebagxan besar maaslah pemakaman Justru
‘ ;;ﬁberasal dar1 TPU yang dlkelola oleh Pemerlntah Desa Selam itu- Pada S
Perda Kabupaten karanganyar Nornor 10 Tahun 2011 tentang .

B Pengelolaan Pemakaman dan Retnbum Pelayanan Pemakaman dan-'“’

"vfjb',»vPengabuan Mayat belum mengatur usaha pelayanan pemakaman

"::_‘dan penylmpanan abu Jenazah padahal poten31 untuk adanya usaha ,‘} - T
»pelayanan pemakaman yang lam cukup besar R ’,
| ‘Dari semua dmamlka tersebut dapat d181mpu1kan permasalahan di o

"masyarakat yang belum tertampung dalarn Perda Kabupaten



R

II.

karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman

dan Retrlbu81 Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain

' terkaxt perkembangan kebutuhan rnasyarakat akan pemakaman baik
Tempat Pemakaman Umum rnaupun ‘Tempat Pemakaman Bukan

‘Umum, tata cara perizinan pemakaman, tata cara penataan

pemakaman, usaha pelayanan’pemakaman dan juga pengenaan sanksi

-~ administratif.

Berdasarkan ’pe‘rtimbé.ngah yémg melatarbelakéngi di atas, maka
perlu ditetapkan Peraturan Daerah ,tenténg.' Penyelenggaraan
Pemakaman yarvlg’ akan menjadi pcdoman penyelenggaraan pemakaman
di daerah sekahgus akan mencabut Perda Kabupaten karanganyar |
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retnbum

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat beserta perubahannya

PASAL DEMI PASAL

Pasal1
Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jeias. .-

“Pasal 3

| Ayat(l)
| . Huruf a
Cukup Jelas
A "Humfb .
-  _ C}ikup- jelas.
Hurﬁf c
_ Cukup jelas.v'
Hurufd |
- Cukup jelas.
Hurufe

Cukup | j'elas.



| ! : ‘_Huruff
Cukup Jelas. R

Humf g'_ 'f

Yang dlmaksud dengan pe_]abat yang berwenang" adalah

pe_labat yang mengelola ‘ tempat ‘.‘Pcmakama_n_ , yangv

bersangkutan L

Cukupjelas{*:l;* o

i.-;j-Huruf_] :_ o ”
| - Cukup Jelas:l ) o
Ayat (2) - o

Cukup_]elas_ﬁ“ S

Ayat (4)
: Cukup‘]elasé e

e Pasal 5

L - CukupJelas R




HLIruf b

. 'j,-_ Yang : dlmaksud a-engéh “kesepakatan dar1 -

._;‘ v_masyarakat/ has1l musyawarah desa setempat” badalah

v o o tempat yang dlmohonkan  : : R
“'h ¥f Ayat(S) R

S | .?‘bpasal 7

B :ffi Cukup ]elas."»‘; | _
o Pasal 8 |
Cukup Jelasb. L v

o "‘_'_Pasal 9

o Cukupjelas.];;:';:-r~
. 'f-";,f“:;:‘:_:PaSal 10 i
~ Cukup Jelas}.}" |
. :‘Pasal 11 [RTARY

. - Cukuplelas;':f I
- f'Pasal 12 o

, Cukup Jelas,‘,: ,
J}iff;iPasa113 ».
et Cukupjelas. Sl

- Pasal 14

N Cukup Jelas{“ o
pasal 15 |
| Cukup Jelasv.v__gﬂ e

. 5'_‘:',Pasa1 16

Cukup Jelas;;f;" FU

.kesepakatan masyarakat/ hasﬂ musyawarah desa sek1tar j  S



; :_‘ :'Pasajl 19

~ Pasal 23

“Pasal 18

- Cukup jelas.

o Cukup jelas}.v."'}

~Pasal 20

' Cukupjelas.

Pasal 21

: Cukup jelas.

VPasa;l 22 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 24

: Cukup jelaé;

: v-Pasal 25

© Cukup jelas.
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